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UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia,
antara lain adalah untuk memajukan kesgjahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara
berkewgjiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu
sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan
pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan
hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan
administratif.

Dewasaini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada
kondis yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai
bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut
bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya
transformas nilai yang berdimensi luas serta dampak berbaga masalah
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pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat
Indonesia dihadapkan pada hargpan dan tantangan global yang dipicu oleh
kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikas, transportasi,
Investasi, dan perdagangan.

Kondis dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut
perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan
berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun
kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional.
Untuk itu, diperlukan konseps sistem pelayanan publik yang berisi nilai,
persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asas manusia
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dapat ditergpkan sehingga masyarakat memperoleh
pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. Dengan
mempertimbangkan hal di atas, diperlukan Undang-Undang tentang
Pelayanan Publik.

Undang-Undang ini dihargpkan dapat memberi kegelasan dan
pengaturan mengena pelayanan publik, antaralain meliputi:

a. pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik;

b. asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik;
c. pembinaan dan penataan pelayanan publik;
d

. hak, kewgjiban, dan larangan bagi seluruh pihak yang terkait dalam
penyelenggaraan pelayanan publik;

e. aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar
pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana,
biayal/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja;

f. peran serta masyarakat;
g. penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan; dan
h. sanks.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
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Pasal 3

Huruf a

Pemberian pelayanan publik tidak boleh menyimpang dari
peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan
pribadi dan/atau golongan.

Huruf b

Jaminan terwujudnya hak dan kewagjiban dalam penyelenggaraan
pelayanan.

Huruf ¢

Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama,
golongan, gender, dan status ekonomi.

Huruf d

Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewgiban yang harus
dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

Huruf e

Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai
dengan bidang tugas.
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Huruf f

Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan dengan memperhatikan aspirasi,, kebutuhan, dan
harapan masyarakat.

Huruf g
Setigp warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
Huruf h

Setigp penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan
memperoleh informas mengenal pelayanan yang diinginkan.

Huruf i

Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Huruf |

Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta
keadilan dalam pelayanan.

Huruf k

Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai
dengan standar pelayanan.

Huruf |

Setigp jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan
terjangkau.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a

Barang publik yang disediakan oleh instansi pemerintah
dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja
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negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
ditujukan untuk mendukung program dan tugas instans
tersebut, sebagal contoh:

1. penyediaan Tamiflu untuk flu burung yang pengadaannya
menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara di
Departemen Kesehatan;

2. kapal penumpang yang dikelola oleh PT (Persero)
PELNI untuk memperlancar pelayanan perhubungan
antar pulau yang pengadaannya menggunakan anggaran
pendapatan dan belanja negara di  Departemen
Perhubungan; dan

3. penyediaan infrastruktur transportas perkotaan yang
pengadaannya menggunakan anggaran pendapatan dan
belanja daerah.

Huruf b

Barang publik yang ketersediaannya merupakan hasil dari
kegiatan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha
milik daerah yang mendapat pelimpahan tugas untuk
menyelenggarakan pelayanan publik  (public  service
obligation), sebagai contoh:

1. listrik hasil pengelolaan PT (Persero) PLN; dan
2. ar besh hasl pengelolaan perusahaan daerah air
minum.
Huruf ¢

Misi negara adalah kebijakan untuk mengatas permasalahan
tertentu, kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang
berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak,
sebagai contoh:

1. kebijakan menugaskan PT (Persero) Pertamina dalam
menyalurkan bahan bakar minyak jenis premium dengan
harga yang sama untuk eceran di seluruh Indonesig;

2. kebijakan memberikan subsidi agar harga pupuk dijual
lebih murah guna mendorong petani berproduksi;

3. kebijakan memberantas atau mengurangi penyakit
gondok yang dilakukan melalui pemberian yodium pada
setigp garam (di luar garam industri);
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